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Perda Nomor 48 Tahun 2004 

LEMBARA.N DAERAH 

KABUPATEN KEB
0

UMEN 

NOMOR : 59 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 7 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 48 TAHUN 2004 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG 
RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM 

DI KABUPATEN KEBUMEN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat dibidang perizinan angkutan penun1pang 
umum sebagaimana telah diatur pada Peraturan Daera4 
Kabupaten Kebuinen Nomor 8 Tahun 2002 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di 
Kabupaten Kebumen, maka Peraturan . Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di 
Kabupaten Kebt.,nen perlu disesuaikan dengan 
perkembangan yang ada; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di 
atas, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten 

381 



Himpunan Lembaran Daerah ahun 2004 

Mengingat 
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Kebumen romor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin 
Trayek gkutan Penumpang Umum di Kabupaten 
Kebumen. 

1. Undang-u dang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembent kan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkung n Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan 
Pemerinta Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai 
berlakuny Undang-undang Nomor 13 Tahu., 1950; 

2. Undang- dang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 
(Lembara Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran egara Nomor 3186); 

3. Undang- dang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pid a (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan embaran Negara Nomor 3209); 

4. Undang- dang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas d Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 
1992 No or 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3480); 

5. Undang-u dang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah d Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 No r 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685); 

6. Undang-u dang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerint an Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor60, ambahanLembaranNegaraNomor 3839); 

7. Undang-u dang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah mbaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan embaran Negara N omor 3 848); 

8. Undang-u dang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pa ak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Ta un 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
NegaraNo or4048); 

9. Peraturan emerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusa , Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan aerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 

. 5); 



"' 

.., 

Perda Nomor 48 Tahun 2004 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 

11. Peraturan 
1

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 
59, TambahanLembaranNegaraNomor3527); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3952); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
119, TambahanLembaranNegaraNomor4139); 

14. Keputusan Presiden Nom6r 44 Tahun 1999 · tentang 
Teknik Penyusunari Peraturan Perundang-undangan dan 
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi 
Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalain Negeri Nomor 175 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi 
Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo4 147 Tahun 
1998 tentang Komponen Penetapan TarifRetribusi; 

18 .. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 5 Tahun 
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 
dengan Kendaraan Umum; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 
1989Nomor7); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 
2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang 
Umum di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah 
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Menetapkan 

Kabupate Kebumen Tahun2002 Nomor28); 
21. Peraturan aerah Kabupaten Kebumen N omor 15 Tahun 

2001 ten ang Retribusi Izin Trayek Angkutan 
Penumpan Umum di Kabupaten Kebumen; · 

22. Peraturan aerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 
2004 tent g Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Per ubungan Kabupaten Kebumen (Lembaran 
Daerah Ka upaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 41 ); 

23. Keputusa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupate Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 
tentang Pe aturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Ka upaten Ke bum en. 

DEWAN PERW KILAN RAKYAT DAERAH 
KABU :ATEN KEBUMEN 

TUSKAN : 

PERATURA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
TENTANG PE UBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
K.,.<\BUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2001 
TENTANG TRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN 
PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Pera an Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Retribusi I in Trayek Angkutan Penumpang Um um di 
Kabupaten Kebumen yang . tel diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen No.mer 2 Tahun 2001 Seri B Nomor 9 tanggal 4 
September 2001, diubah sebagai erikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, se ingga seluruhnya menjadi berb"nyi sebagai 
berikut: 
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"BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Keburnen. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah,Kabupaten Ke burn en. 
3. Bupati adalah Bupati Keburnen. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Keburnen. 
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Keburnen. 
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di 

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang rneliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Kornanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara, atau . Daerah dengan narna dan bentuk apapun, 
persekutuan, perkurnpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi 

· yang sejenis, lernbaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk 
badan usaha lainnya. 

8. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh urnum dan dipungut bayaran. 

9. Mobil penurnpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk ternpat 
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi. 

10. Mobil Bus Kecil adalah rnobil bus yang dilengkapi sekurang­
kurangnya 9 (sernbilan) ternpat duduk sarnpai dengan 19 (sembilan 
be las) tempat duduk, tidak termasuk tern pat duduk pengemudi. 

11. Mobil Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang­
kurangnya 20 ( dua puluh) ternpat duduk sarnpai dengan 30 (tiga puluh) 
tern pat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengernudi . 

12. Mobil Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang­
kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat 
duduk pengemudi. 

13. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu ternpat ke tern pat lain 
dalam satu wilayah Daerah dengan mempergunakan mobil bus urnurri, 
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dan mobil penumpan umum yang terikat dalam trayek tetap dan 
. teratur. 

14. Trayek adalah lintas n kendaraan umum untuk pelayanan jasa 
angkutan orang denga • mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan 
perjalanan tetap, lint san tetap dan jadwal tetap maupun tidak 
terjadwal dalam wilay daerah. 

15. Izin Trayek adalah Izi untuk mengangkut orang dengan mobil bus 
a tau mobil pen um pang mum pada j aringan trayek. 

16. Retribusi Izin Traye yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
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pembayaran atas pem erian izin kepada orang pribadi atau badan 
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu 
a tau beberapa trayek teytentu dalam wilayah Daerah. 
Wajib Retribusi adal orang pribadi atau yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi. 
Wilayah adalah wilay administrasi dari unit pemungut retribusi. 
Surat Pemberitahuan agihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTRD adal h surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi 
untuk melaporkan p rhitungan dan pembayaran retribusi yang 
terhutang menurut per an perundang-undangan retribusi. 
Surat Ketetapan Retri usi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusa yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terhutang. 
Surat Tagihan RetribUpi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk rrielakukan tagihan . retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa de da. 
Perhitt.ingan Retribusi Daerah adalah perincian besamya retribusi 
yang harus dibayar ole Wajib Retribusi baik pokok retribusi, denda, 
kekurangan pembay an, kelebihan pembayaran, maupun sank.si 
administrasi. · 
Pemb~yaran Retribusi aerah 'adalah besarnya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh Wajib R ribusi sesuai dengan SuratKetetapan 
Retribusi Daerah atau urat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah 
atau ke tempat lain y g ditunjuk dengan batas waktu yang telah 
ditentukan. 
Izin Insidentil adalah zin yang dapat diberikan kepada perusahaan 
angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan 
kendaraan cadanganny menyimpang dari izin trayek yang dimiliki . 
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25 . Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek bagi 
setiap kendaraan yang bersangkutan. 

26. Kaitu Jam Pe:jalanan adalah kartu yang memuat pengaturan jam 
perjalanan setiap mobil bus umum meliputi jam keberangkatan dan 
kedatangan serta terminal-terminal yang wajib disinggahi. 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut: 

"(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud ayat (1) adalah sebagai 
berikut : 
1. TarifRetribusi Izin Trayek : 

a. Untuk mobil penumpang umum dan mobil bus kecil sebesar 
Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / per 
kendaraan; 

b. Untuk mobil bus sedang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima 
puluh ribu rupiah) / per kendaraan; 

c. Untuk mobil bus besar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu 
rupiah)/ per kendaraan. 

2. TarifRetribusi Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan: 
a. Untuk mobil penumpang umum dan mobil bus kecil sebesar 

Rp. 20.000,00 (dua puluhriburupiah) / per kendaraan; 
b. Untuk mobil bus sedang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu 

rupiah)/ per kendaraan; 
c. Untuk mobil bus besar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu 

rupiah) / per kendaraan. 
3. TarifRetribusi Izin Insidentil : 

a. Untuk mobil penumpang umum dan mobil bus kecil sebesar 
Rp. 15.000,00 (liam belas ribu rupiah)/ per kendaraan; 

b. Untuk mobil bus sedang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima 
ribu rnpia4) / per kendaraan; . · 

c. Untuk mobil bus besar sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu 
rupiah)/ per kendaraan. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat me getahuinya, memerintahk:an pengundangan 
Peraturan Daerah ini denga penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen. 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juli 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d. 

H. SUROSO, SH. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

· Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 28 Juni 2004 

BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d. 

RUSTRININGSIH 

LEMBARANDAERAHKABU ATENKEBUMENTAHUN2004NOMOR59 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NO MOR 48 TAHUN 2004 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG 
RETRIBUSI IZIN TRA YEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM 

DI KABUPATEN KEBUMEN 

I. PENJELASAN UMUM 
Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraari Angkutan . 
Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen, masih terdapat kewenangan 
maupun besarnya tarif retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomoi- 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek 
Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan angkutan penumpang 
umum di Kabupaten Kebumen perlu mengubah Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek 
Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen disesuaikan dengan 
perkembangan yang ada. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Pasal II 

Cukup jelas. 
: Cukupjelas. 

- -00000--
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